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PRAKATA 

  

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatu 

Alhamdulillahirobbilalamain, segala puji dan syukur penulis panjatkan 

kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya 

sehingga penulisan skripsi dengan judul Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang ini dapat penulis selesaikan 

sebagaimana waktu yang telah dijadwalkan. Sebagaimana yang telah diketahui, 

bahwa penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memeperoleh gelar 

Sarjana Ekonomi (S.E).  

Variabel kinerja pemerintah dipilih karena berkaitan dengan anggaran 

pendapatan dan belanja daerah. Pendapatan asli daerah lebih kecil dibandingkan 

dengan pendapatan transfer yang diterima pemerintah pusat, sehingga kinerja 

pemerintah dinilai kurang mandiri atau masih bergantung  pada bantuan 

pemerintah pusat. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian untuk 

mengetahui analisis kinerja pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kinerja pemerintah Kota Palembang belum 

mandiri, karena ketergantungan pemerintah Kota Palembang sangat tinggi dengan 

rata-rata 69%, sedangkan kemandiriannya rendah rata-rata 38% , kinerja derajat 

desentraliasi pemererintah sedang dengan rata-rata 26%. Transparansi pemerintah 

Kota Palembang dari segi informasi maupun keterbukaan belum dikatakan baik, 

sedangkan jika dilihat dari aakuntabilitasnya sudah dikatakan baik. 

Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan 

penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa banyuan, dorongan dan dukungan 

banyak pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada Allah 

SWT, kedua orang tuaku tercinta (Bapakku Simin Supriyanto dan Ibuku Supiah) 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib 

suatu daerah. Pengelolaan keuangan daerah  baik akan membuat aset daerah 

terjaga keutuhannya. Pemerintah daerah yang menjadi pihak dalam  

menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada 

masyarakat wajib untuk menyerahkan atau melaporkan pertanggungjawaban 

daerahnya untuk dilihat dan dinilai apakah pemerintah daerah telah mengelola 

keuangan daerah dengan baik atau tidaknya.  

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan berperan untuk 

memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi 

selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah juga 

berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga laporan tersebut 

harus dibuat secara sederhana agar mudah dipahami oleh pembaca laporan 

karena tidak semua pengguna laporan keuangan memahami akuntansi dengan 

baik, sementara mereka mengandalkan informasi keuangan itu untuk membuat 

suatu keputusan, maka ketidakmampuan memahami dan menginterpretasikan 

laporan keuangan  perlu dibantu dengan analisis laporan keuangan. 



    

2 

 

 

Kinerja merupakan hasil kerja yaang telah dicapai dari pelaksanaan suatu 

kegiatan dengan tujuan untuk mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi 

organisasi. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang 

bertujuan untuk membantu manajer sektor publik menilai pencapaian suatu 

strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial 

Analisis kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan 

suatu daerah. Salah satu cara untuk menganalisis kinerja keuangan suatu 

daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan serta 

dilaksanakan. Analisis rasio terhadap realisasi APBD harus dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas pengelolaan keuangandaerah. 

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi 

dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. 

Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang 

publik tersebut telah dibelanjakan secara efektif, efisiensi, dan 

ekonomis.Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan 

penilaian kinerja, yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi 

program atau kegiatan. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan 

untukmemenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran sektor publik dimaksudkan 

untuk memperbaiki kinerja pemerintah. Kedua, ukuran kinerja sektor publik 

digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan keputusanKetiga 

kelembagaan.Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat 
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dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembanding skema kerja 

dan pelaksanaannya. Selainitu dapat juga digunakan sebagai tolak uku ukurn 

dan peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode 

berikutnya. Pengukuran kinerja sektor publik sangatlah penting karena 

bertujuanmembantu daerah dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui 

alat ukur finansial. 

Menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan 

daerahnya dapat menggunakan analisis rasio keuangan dilakukan dengan 

membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan 

periode sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. 

Melalui analisis rasio keuangan pemerintah daerah dapat menilai kemandirian 

keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, 

mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan 

daerah,mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah membelanjakan 

pendapatan daerahdan dapat mengukur APBN. 

Pengukuran Kinerja Keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas 

pemerintahdaerah dalam melakukan pengelolaan keuangan 

daerah.Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana 

uang publik dibelanjakan, tetapi meliputiantara lain antara anggaran dengan 

realisasinya dalam suatu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran juga 

menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya 
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ekonomi yang akan diterima untuk mendanai  pemerintah suatu daerah dalam 

periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. 

Sampe sekarang  penyusunan APBD masih dilakukan berdasarkan 

pertimbangan incremental budget maka sering mengabaikan kinerja keuangan 

di APBD. Anggaran pendapatan seringkali dibuat lebih kecil dari potensi 

pendapatan yang mungkin didapat agar pada tahap laporan realisasi  dapat 

anggaran diharapkan realisasi pendapatan lebih besar juamlahnya dari 

anggaran pendapatan yang telah dibuat, sedangkan belanja memiliki sifat yang 

relatif mudah dilakukan dan rentan  terjadinya inefisiensi dan kebocoran 

sehingga mungkin anggaran belanja dibuat jauh lebih besar dari suatu potensi 

realisasi belanja yang sebenarnya. Penggunaan analisis kinerja keuangan 

digunakan sebagai alat alat keuangan secara luas telah diterapkan pada 

lembaga perusahaan yang sifatnya  komersial sedangkan pada lembaga publik 

khususnya pemerintah daerah masih terbatas. Maka dari  itu, perlu suatu 

perubahan yang mengacu pada penggunaan analisis kinerja keuangandalam 

pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah. 

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Christin Marciah Poyoh (2017) 

dengan hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja pendapatan belanja 

keuangan daerah dikarenakan belanja keuangan daerah belum mampu 

membiayai pengeluarannya sendiri dan masih terergantung pada pemerintah 

pusat. Pihak-pihak lain penelitian dilakukan oleh Bahrun Assidiqi menunjukan 

bahwa kinerja hasil hasil pendapatan keuangan daerah secara umum sudah baik 
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walaupun  tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat tinggi. 

Sedangkan kinerja keuangan belanja daerah juga sudah baik tetapi belum 

terjadi keseimbangan antara belanja modal. 

Dalam menjalankan aktifitas pemerintah Kota Palembang membutuhkan 

sumber pendapatan yang nantinya digunakan untuk mengukur dan 

meningkatkan kinerja. Berikut disajikan pada Tabel I.1 Kinerja APBD  

pemerintah Kota Palembang tahun 2014-2018 

Tabel I.1 

Realisasi APBD Kota Palembang  

 Tahun Anggaran 2014-2018 
URAIAN 2014 2015 2016 2017 2018 

PENDAPATAN 2.929.034.491.604,27 2.871.899.610.866,10 3.466.134.113.873,28 3.417.593.733.021,39 3.485.838.163.849,8

8 

PENDAPATAN ASLI 

DAERAH 

734.218.688.570,79 736.926.505.928,58 781.413.947.765,14 1.091.704.605.854,90 953.257.612.127,74 

Pendapatan Pajak Daerah 463.574.599.151,32 479.112.899.223,00 536.552.681.049,38 680.012.752.910,00 721.012.771.615,00 

Pendapatan Retribusi Daerah 85.109.315.505,34 75.646.654.675,36  59.805678.186,00 48.055.940.847,00 

Pendapatan Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Dearah Yang 

dipisahkan 

28.021.442.345,64 34.503.218.051,18 50.362.039.101,20 61.860.027.525,97 62.318.561.125,83 

Lain-lain PAD yang sah 157.513.331.568,49 147.663.733.979,04  290.026.147.232,83 121.870.338.539,91 

PENDAPATAN 

TRANSEFR 

2.094.810.134.822,48 2.124.819.891.737,52 2.132.270.003.171,24 2.307.939.678.493,49 2.376.171.481.107,1

4 

TRANSFER 

PEMERINTAH 

PUSAT-DANA 

PERIMBANGAN 

1.545.294.767.722,00 1.461.824.825.500,00 1.863.736.788.542,00 1.908.214.621.886,00 1.990.567.989.526,0

0 

Dana Bagi Hasil Pajak 95.284.667.535,00 72.151.259.150,00 110.420.544.869,00 85.766.260.921,00 122.359.289.780,00 

Dana Bagi Hasil BukanPajak 196.805.369.187,00 0 74.007.376.608,00 121.730.135.012,00 1116.882.059.110,00 

DAU 1.203.662.453.000,00 2.210.604.982.000,00 1.292.124.896.000,00 1.269.426.417.000,00 1.269.426.417.000,0

0 

DAK 49.542.278.000,00 82.180.080.000,00 387.183.971.065,00 431.291.808.953,00 481.900.223.636,00 

TRANSFER 

PEMERINTAH PUSAT 

426.003.126.000,00 477.324.745.000,00 0 7.500.000.000,00 25.250.000.000,00 

Dana Penyesuaian 426.003.126.000,00 477.324.745.000,00 0 7.500.000.000,00 25.250.000.000,00 

TRANSFER 

PEMERINTAH PROFINSI 

123.512.241.100,48 185.670.321.273,52 231.989.411.058,24 392.225.056.607,49 360.353.491.581,14 

Pendapatan Bagi Hasil Pajak 123.512.241.100,48 172.010.165.165,52 21.890.162.845,59 383.384.922.122,49 346.457.350.708,14 

Bantuan Keuangan 0 13.660.156.072,00 0 8.840.134.485,00 13.896.140.873,00 

LAIN-LAIN 

PENDAPATAN YANG SAH 

100.005.668.211,00 10.153.213.200,00 209.219.176.258,63 17.949.448.673,00 156.409.070.615,00 

Pendapatan Hibah 12.362.166.242,00 10.153.213.200,00 1.521.918.000,00 17.949.448.673,00 156.409.070.615,00 

Pendapatan Lainnya 87.643.501.969,00 0 0 0 0 

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Palembang  

 Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan fenomena bahwa pemerintah Kota Palembang 

dalam lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2014-2018 masih belum mandiri, karena 
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pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah masih sangat kecil 

dibandingakan dana transfer pemerintah pusat- dana perimbangan. Hal ini menunjukkan 

masih tingginya tingkat ketergantungan terhadap pemberian dana dari pemerintah pusat 

dan merupakan masalah yang dihadapi oleh pemerintah Kota Palembang dimana dalam hal 

ini pendapatan asli daerah selalu mengalami kenaikan dan penurunan. Ini mengakibatkan 

ketimpangan teori dengan kenyataan yaitu semakin tinggi rasio kemandirian pemerintah 

daerah semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah (Mahmudi, 2016:140). 

Merujuk pada transparansi bahwa pemerintah harus terbuka dalam 

menyediakan dan memberikan akses informasi kepada masyarakat dalam 

mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerh (BPKAD) Kota Palembang. Namun, pada 

kenyataanya publik tidak dapat mengakses informasi tersebut dengan mudah 

karena pihak BPKAD tidak dapat memberikan data APBD kepada masyarakat 

secara terbuka. 

Merujuk pada akuntabilitas bahwa fenomena BPKAD  pemerintah Kota 

Palembang dapat dilihat dari pelembagaan pengadaan barang dan jasa. Yang 

sebagaimana didalam BPKAD itu sendiri tidak ada bagian pelembagaan pengadaan 

barang dan jasa, yang ada hanya pengadaan barang dan jasa. Pelembagaan 

pengadaan barang dan jasa hanya terdapat disekertaris daerah. Ini merupakan 

ketimpangan antara indikator akuntabilitas dengan keadaan yang sesungguhnya. 

Berdasarkana latar belakang masalah tersebut, maka penulis tersebut tertarik untuk 

penelitian dengan judul Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah pada BPKAD Kota Palembang. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut  maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu  bagaimanakah analisis kinerja pengelolaan 

anggaran pendapatan dan belanja daerah pada BPKAD Kota Palembang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah  diuraikan di atas, maka 

tujuan  penelitiannnya yaitu  yang akan dilakukan adalah untuk mengetahui 

analisis kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada 

BPKAD Kota Palembang.       

D. Manfaat Penelitian 

  Penelitian ini harus  mempunyai manfaat bagi pihak-pihak berikut: 

1. Bagi Penulis 

Untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai Kinerja 

Pemerintah dalam Pengelolaan APBD pada BPKAD Kota Palembang  

2. Bagi Pemerintah 

Untuk membantu Pemerintah sebagai acuan pengelolaan anggaran 

kinerja Pengelolaan Anggaran pendapatan dan Belanja daerah BPKAD 

Kota Palembang
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